Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu Jadi
Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan

DIREKTPRAT RESERSE
KRI™. KHusus

AU HVANEZAN

Sumber gambar: https://kalsel.antaranews.com/berita/417894/kadis-pupr-tanbu-jadi-tersangka-korupsi-
pengadaan-lahan

Banjarmasin (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan
Selatan menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) berinisial HWT sebagai tersangka dugaan korupsi
pengadaan dan ganti rugi lahan bangunan Kantor Kecamatan Simpang Empat.
"Penetapan WHT sebagai tersangka hasil gelar perkara tanggal 11 Juni 2024," kata Kabid
Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi di Banjarmasin, Kamis.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No0.20 Tahun 2001 yang terancam pidana
penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta
dan paling banyak Rpl miliar.
Kasubdit 111 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Fadli menjelaskan penyelidikan
kasus dugaan korupsi itu dilakukan sejak akhir 2023 dan naik ke tingkat penyidikan pada
19 Januari 2024.
Adapun modus operandi tersangka membeli lahan bangunan Kantor Kecamatan Simpang
Empat seluas lima ribu meter persegi secara fiktif dengan proses penganggaran kurang
jelas.
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Padahal faktanya, sudah ada bukti kepemilikan lahan oleh Pemkab Tanbu tetapi dibeli
kembali dengan memunculkan data surat penyataan penguasaan fisik bidang tanah
(sporadik) baru.
"Nilainya Rp4.876.000.000 pada anggaran Dinas PUPR Tanbu tahun 2023," ungkap
Fadli mewakili Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar.
Dalam proses penyidikan, penyidik berhasil menyita uang tunai Rp1.005.000.000 dari
sejumlah pihak yang menerima aliran dana hasil korupsi tersebut.

Penyidik juga telah memeriksa 32 saksi termasuk ahli dari agraria, auditor hingga ahli
pidana.

Fadli menegaskan kasusnya masih berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya
tersangka baru jika ditemukan alat bukti yang cukup.

Sumber berita:
1. https://kalsel.antaranews.com/berita/417894/kadis-pupr-tanbu-jadi-tersangka-
korupsi-pengadaan-lahan, 13 Juni 2024.
2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974755586/gegara-ini-
kepala-dinas-pupr-tanbu-jadi-tersangka-dugaan-korupsi, 13 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi:

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1);

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
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c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk
perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula
dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag
diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian
perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah
ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).
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